


2 

 

 

 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai 

Kartanegara Tahun 2023 Nomor 162); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2023. 

 

BAB I 
URAIAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD 

 

Pasal 1 
 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai 
Kartanegara Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah sebesar 

Rp7.785.919.306.259,00 (Tujuh triliun tujuh ratus delapan 
puluh lima miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus 
enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), bertambah 

sejumlah Rp4.109.080.693.741,00 (Empat triliun seratus 
sembilan miliar delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh 

tiga ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi 
Rp11.895.000.000.000,00 (Sebelas triliun delapan ratus 
sembilan puluh lima miliar rupiah) terdiri atas pendapatan 

daerah, belanja, dan pembiayaan dengan rincian sebagai 
berikut: 
1. Pendapatan  Daerah 

1. Semula Rp7.285.919.306.259,00 
2. Bertambah Rp1.802.944.230.775,00 

3. Jumlah Pendapatan Daerah 
Setelah Perubahan      Rp9.088.863.537.034,00 

2. Belanja Daerah 

a. Semula Rp7.780.045.306.259,00 
b. Bertambah Rp4.009.080.693.741,00 

Jumlah Belanja Setelah  
Perubahan     Rp11.789.126.000.000,00 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah  
1) Semula Rp500.000.000.000,00 
2) Bertambah Rp2.306.136.462.966,00 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 
Setelah Perubahan  Rp2.806.136.462.966,00 

 
 



3 

 

 

 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah  
1) Semula Rp5.874.000.000,00 

2) Bertambah Rp100.000.000.000,00 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan  
Daerah Setelah Perubahan      Rp105.874.000.000,00 

Pembiayaan Netto 
Setelah Perubahan Rp2.700.262.462.966,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun  

Berkenaan setelah Perubahan Rp0 
 

Pasal 2 
 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:  

1. Lampiran I  : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD 
yang Diklasifikasi Menurut Kelompok 
Jenis, Obyek, Rincian Obyek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;  

2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut 

Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima 
dan Besaran Hibah; 

4. Lampiran IV  : Rekapitulasi Perubahan Belanja 
menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program dan Kegiatan 
Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta 
Keluaran; 

5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima 
dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat 

Umum dan Bersifat Khusus; 

6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat 
Penerima, dan Besaran Belanja Bagi 

Hasil; 

7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut 
Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian 

Obyek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan 

Minyak Bumi dan Pertambangan Gas 
Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas 
Bumi Menurut Urusan Pemerintah 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, 

dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan; 

 

 

 

 






